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PERJANJI,AN KERJA SATA
ANTARA

KOIISI PEIIUHAN UIUI KABUPATET{ LEBONG
DAN

KEJAKSAA]iI NEGERI LEBONG

TENTANG

PELAKSANAAT{ TUGAS DAN FUNGSI

NOHOR : I /HK.05.t -PK917 07 1312026

NOICTR : B4|JL7.{ 7/Gs.1 Ngl2O26

.I. YOKI SETIAWAN, S.Sos Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebong yang diangkal berdasarkan

Berita Acara Nomor 2,10/ORT.0I . 1-

BN'l7O7nO23 tanggal 27 Juni 2023,

berkedudukan di Jalan Raya Lebong

Argamakmur, Kelurahan Tanjung Agung,

Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, untuk

selanjutnya disebut PIHAK XESATU.

Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lebong yang

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa

Agung Republik lndonesia Nomor Nomor KEP-

\V-1O12ZCMDt26 tanggal 29 Juli 2026,

berkedudukan di Jln. Raya Lebong-Arga Makmur

Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten

Lebong, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kejaksaan Negeri Lebong, untuk

selanjuhya disebut PlllAK XEDUA.

2. NUR WAHYU BINTAR!, S.H., T.H

PIHAK KESATU dan PTHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri diseh.rt PIHAK dan secara

bersama-bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan haFhal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK XESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang brtugas melaksanakan pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam urdang.undang pemilihan umum dan diberikan wewenang
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bertempat di Lebong, yang bertanda tangan di bawah ini:
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dalam penyelerggEraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang pemilihan;

Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di tidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undaqg.

Dengan memperhatikan ketenhran peftrturan perundarB-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nornor 16 Tahun 2q)4 tentang Kqaksaan Republik lndonGia (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1'l Tahun 2021 tentang Perubahan das Undang-undang Nomor 16 Tahun 20O4

tentang Kejaksaan RepuHik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O2'l

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6755);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 560l);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran tl€gara Republik lndonesia Tahun

20'15 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepuHik lndonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20'15

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran tlegara Republik lrdonesia Nomor 6317);

4. Undang-Undang l{omor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (l.embaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20'17 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangF Undang Nomor

1 Tahun 2022 lefitarE Perubahan atas Undang-t ndang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2023 Nomor t4, Tambahan Lembaran Negara RepuUik lndonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Oqanisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik lndonesia sebagaamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor '15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organis6i dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024 i,lomor 28);
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6 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006i/A/JA,/07[2O17 tenhng Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik lndonGia (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor

'1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perduran Jaksa Agung Nomor

Per4O6lNJN07l2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik lndonesia

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2024 Nomor 448);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/l(ota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perafuran Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Keia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentarB Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2()23 Nonor 826).

Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara

Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik lndonesia Nomorl/HK.o$ N|(/O1aO26

dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal ters€but di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan

melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
TAKSUD DAil TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi

PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam

Perlanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam

rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PlllAK.
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Pasa! 2

RUANG LINGKUP KERJA SATA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

a. Pemberian Bantuan Hukum Oleh PTHAK KEDUA dalam perkara Perdata maupun Tata

Usaha Negara untuk mervakili PIHAK PERTATA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik

sebagai Penggugat I Penggugat lntervensV Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai

Tergugat I Tergugat lntervensi/Termohon/ Terlawan/ Terbantah yang dilakukan secara

Iitigasi maupun non litigasi (medias), proses rnediasi baik di dalam maupun di luar institusi

pengadilan, termasuk didalam membuat surat peringdan atau somasi untuk kepentingan

PIHAK PERTAIA;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum dari PIHAK KEDUA kepada PlltAK PERTAIA dalam

bentuk pendapat hukum (Legal Ofinion/ 1.0) dan/ atau Pendamdngan Hukum (Legal

Assistance/ l-A) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/ atau serta Audit Hukum

(Legal Audit) di bidang Perdata atas permintaan dari PIHAK PERTAf,A;

c. Pemberian Tindakan Hukum lain adalah layanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada

PTHAK PERTAIA dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan

negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai

fasilitator, mediatol konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara

alau pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara

atau Pemerintah;

d. Pengamanan Pembangunan yang bersifat strategis di bklang kepemiluan;

e. Penagihan tunggakan sumber penerimaan PIHAK PERTAXA kepada perorangan dan

perusahaan;

f. Kerja sama lain dalam rangka mitQasi risiko hukum, temasuk pencegahan tindak pidana

korupsi.

Paral 3

PEL/AKSAN/I/IN

(1) Perianjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik

PARA PIHAK;

(21 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur rincian kegiatan, hak dan kewajiban,

serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifiat blnis dan menladi bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Keda Sama ini;

(3) Perjanjian Keda Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan

Oleh wakil yang ditunjuk Oleh PARA PIHAK;

(4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjaan Kerja Sama ini PARA

PIHAK harus memperhatikan ketentuan peEfuran perundang-undangan, prosedur, dan

ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

M+^, h
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Pasal tl

JANGKAWAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhimya Nota K6epahaman antara

Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik lndonesia;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada

PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau

mengakhiri Pedanjian Kerja Sama ini wajib memberitrahukan mak$rd tersebut secara

te,tulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Perjanjian

Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakfiiran Perjanjian Kerja

Sama;

(3) Berakhimya Perjanjian Kerja Sama sebagaimam dimaksud pada ayat (1), atau

pengakhiran Perjanjian Kerja Sama setelum berakhimya jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PlllAK yang

harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;

(4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan

peraturan perundarg-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak

terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEIBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perianjian Kerja Sama ini, menjadi

beban dan tanggung ja$rab PIHAK PERTAIA dengan mempertimbangkan kapasitas serta

ketersediaan anggaran pada PIHAK PERTAIA sesuai peraturan perurdangFundangan.

Paral 6

PERUBAHAN

Perubahan darVatau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum daatur dalam Perjanjian

Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakdi oleh PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terF isahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

XEADAAil XAHAR IFORCE NAJEUREI

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan

keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PIHAK

4+'" h
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KESATU atau PlllAK KEDUA yang bemifat force majeurc yang selanjutnya dalam

Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan ?,ahar (fore majewel;

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (for@ majeure) meliputi namun tidak terbatas

pada gempa bumi, banjir, pan&mi, eFiclemi, situasi politik dan keamanan di negara

setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru*rara, dan adanya ketentuan

peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan

Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force najeure) sebagaimana dimaksLd pada ayat

(2), PIHAK yang mengalami kahar (force majeue) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Plll,AK lainnya secara tertulis disertai

dengan bukti paling lambat 3 x 24 @a kali dua pluh empat) jam sejak terjadinya

keadaan kahar (fotce majeure).

k18
PERBEDAAI{ PE}IAFSIRAN

PARA PTHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penatsiran yang timbul sebagai

akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ina secara musyawarah unfuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Pa;al l0
KETENTUAI{ I.AIN

(1) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PTHAK dapat membentuk tim

secara bersama€ama dan/atau sendiri-.sendiri.

+" s
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1) PARA PIHAK sepakat untuk rnenjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan

yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara

teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangEn sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) sesuai dengan maksud dan fujuan penggunaan informasi serta

keterangan yarg disepakdi PARA HHAK;

3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-

masing PIHAK;

4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi

PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
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(2) PARA PIHAK rnelakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK,

(3) Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA

PIHAK secara Foporsional sesuai dengan ketersediaan anggaran dan berpedoman pada

perafu ran perundangundangan.

(4) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja

Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Selama dan setelah berakhimya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK

sepakat ur uk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan

ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Pasal l l
PETANTAUAN DAN EI'ALUASI

1) PARA PIHAK secara mandiri atau beEama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit I (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun;

2) Hasil pemantauan dan evaluai sebagaimana dimaksud pada ayd (1) disampaikan

kepada PARA PlllAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan

kerjasama selanjuhya;

3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemar auan dan evaluasi dilakukan berdasarkan

kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal t2
KORESPTOi{DEL5l

1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk

masingrmasing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAKKESATU

Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan

lnformasi

d ati n kp u I e bo n g@-g m ail. co mSurel

Alamat Jalan Raya Tubei - Argamakmur, Kecamatan

Tubei, Kabupaten Lebong

b. PIHAKKEDUA

Jabatan

h
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Surel

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Lebong

datu n. keiaile bono22@ o mail. com
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Alamat Jalan Raya Lebong - Argamakmur No. 03,

Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten

Lebong

2) Dalam hal terdapat perubahan s€bagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang

bermaksud melakukan perubahan berkeurajiban untuk memberitahukan secara tertulis

kepada PlllAK lainnya paling lambat 3 (iga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak

perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal {3
PEl{UTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing{nasing bermeterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani obh PARA PIHAK dan

menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai ankup, 'l (satu) rangkap untuk

PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PllLAK KEDUA.

PIHAK XESATU,

Ketua Konrld Pornalahen Umum

PIHAK KEDUA,

Negeri

Lebong,

, S.Soc , f.H

,
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